WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR ‘J—} TARUN  20\Y

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka upaya mempercepat
pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan
gender perlu adanya pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah
dengan perspektif gender;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,
agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar,
berdaya guna, berhasil guna telah disusun
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO mengenai



Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
(LO Convention Nomor 111 Concerning
Discrimination in Respect of Employment and
Occupation), (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3836);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Kota Salatign Tahun 2008 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-
2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun
2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun
2013 tentang Penangananan Kekerasan
Berbasis Gender dan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 6);



16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010
Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI

DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

il

10.

11.

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Salatiga.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan
tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari
dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah
dalam memberdayakan masyarakat.

Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah
satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan daerah;

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya
sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam
kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap
laki-laki dan perempuan;

Analisis Gender adalah analisis untuk mengindentifikasi dan
memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan,
akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan,
partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka
nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor
lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.



12. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

13.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG
adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari
berbagai pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
gender.

14. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah
rencana yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, ruang lingkup,
kebijakan, program dan indikator kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RAD PUG merupakan dokumen perencanaan yang digunakan
sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan
dan keadilan gender melalui pelaksanaan strategi
pengarusutamaan gender SKPD dan lembaga kemasyarakatan
lainnya.

(2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memberikan pedoman terselenggaranya perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan
pembangunan daerah bagi SKPD dan lembaga kemasyarakatan
lainnya yang berspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi
serta kewenangan masing-masing.

Pasal 3
(1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SALATIGA

BAB III KEDUDUKAN PUG DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER DI
KOTA SALATIGA

BABV PENYELENGGARAAN PUG DI KOTA SALATIGA

BAB VI STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKASI

KEGIATAN PUG KOTA SALATIGA
BAB VII RENCANA MONITORING DAN EVALUASI PUG KOTA
SALATIGA
BAB VIII KAIDAH PELAKSANAAN
(2) Dokumen RAD PUG dengan sistematika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2V Aa.ﬂxw 201y

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2\ Wn 201y

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2oy NOMOR 2’}



BAB VIII
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah

satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung pelaksanaan

pengarustamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

sekaligus menjalankan Misi ke-9 yaitu Mengembangkan pengarusutamaan Gender dalam

berbagai bidang kehidupan dan perlindungan anak, remaja, serta perempuan dalam segala
bentuk diskriminasi dan eksploitasi. RAD PUG Kota Salatiga memberikan arahan bagi seluruh
stakeholders untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan
dan keadilan gender, sehingga lebih fokus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kota

Salatiga adalah sebagai berikut:

1.

RAD PUG ini perlu diintergrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra SKPD maupun dalam
rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja SKPD.

Pemerintah Kota Salatiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha, dan semua
komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan indikasi kegiatan
yang tercantum dalam RAD PUG ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD PUG ini, Bappeda dan
Bapermas PP KB dan KP berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RAD PUG ini.

RAD PUG Kota Salatiga ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tahun 2013 hingga
tahun 2017. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan
pengarustamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG
sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarustamaan gender di Kota
Salatiga.




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 204
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor
7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskiriminasi Terhadap Wanita (Conventionon the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women). Konvensi tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) merupakan suatu instrumen standar
internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai
belaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih
dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan negara peserta
konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara
lakilaki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas
dari status perkawinan mereka, di semua bidang-politik, ekonomi, sosial, budaya dan
sipil.

Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang
melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakana khusus-sementara untuk
mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah
praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas
salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. Tepatnya
pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis Umum
PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini
kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.
Disetujuinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Konvensi CEDAW
merupakan puncak dari upaya internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan
untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.'

Tahun 1992 dan 1993, studi Anderson dan Moser memberikan rekomendasi
bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program
pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut maka

1 Assesing the Status of Women, AGuide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of
Economic and Social Affairs, United Nations 2000. Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan
Materi : Konvensi CEDAW Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.



